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Abstrak : Peranan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Proses Peradilan 
Anak yaitu pada proses Diversi, Tahap Penyidikan,Tahap Pemeriksaan 
Pengadilan, Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang di sampaikan 
oleh Penelitian Kemasyarakatan (PK) Bapas wajib menjadi bahan 
pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara anak,  
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PENDAHULUAN 
Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia disepanjang 
sejarah umat manusia. Konsep negara berkembang mulai dari bentuknya 
yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks di zaman 
sekarang2. 
Masalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum berkembang 
mengikuti perkembangan social yang makin maju, karena itu perlu segera 
ditangani. Pemikiran itu juga dengan berkembangnya Ilmu pengetahuan 
pekerjaan social criminal dan filsafah kemanusiaan, berkembang pula 
sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum terutama sistem perlakuan 
                                                   
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua 
2 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cet 4, Jakarta: 
PT RajaGrafindo Persada, 2012, hal 9 
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terhadap anak berkembang dengan pesat, khususnya di Negara maju3. 
Dewasa ini Tindak kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak 
memperlihatkan peningkatan dari waktu ke waktu. Bentuk tindakan kriminal 
yang dilakukan oleh anak-anak cukup bervariasi Data Departemen Sosial 
menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi anak melakukan 
pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana diantaranya Faktor 
kemiskinan menempati  urutan  tertinggi  yaitu  29,35  %  disusul  oleh  
Faktor lingkungan yaitu sebanyak 18,07%, salah didik sebesar 11,3%, 
keluarga tidak harmonis sebesar 8,9% dan minimnya pendidikan agama 
hanya 7,28%4. 
Dengan demikian, beberapa persen tindakan kriminal yang  
dilakukan oleh anak sangat begitu membawa mereka ke alam kondisi yang 
merugikan anak-anak, sepertinya model pemenjaraan tidak berhasil untuk 
menekan persen tindak kriminal yang dlakukan oleh anak, untuk itu seiring 
makin seringnya anak-anak terlibat tindak pidana, peranan Balai 
pemasyarakatan (Bapas) semakin penting. 
Dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 24 Bapas adalah unit pelaksana teknis 
pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian 
kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan5. 
                                                   
3 
http://repository.usu.ac.id/bistream/123456789/20736/3/chapter%2011.pdf Diakses pada 
tanggal 1 April 2013. Pkl: 10.15 WIT 
4 Data Departemen Sosial Tahun 2013 
5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak 
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Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak 
pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat 
kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang 
khusus, dengan demikian orientasinya adalah bertolak dari konsep 
perlindungan terhadap anak dalam proses penangannya sehingga hal ini 
akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak 
tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan 
pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang 
khusus bagi anak dalam upaya  memberikan  perlindungan  hukum  
terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum. Alasan lain bahwa 
Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak Anak yang mengatur 
prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk 
memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan 
hukum. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum 
masyarakat, karena belum secara komprehensif  memberikan  
perlindungan  kepada  anak   yang  berhadapan  dengan    hukum sehingga  
perlu  diganti  dengan  undang-undang  baru6.  Pemerintah berupaya untuk 
memperbaiki sistem perlindungan hukum terhadap anak yang  berkonflik 
dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dengan 
mengeluarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem 
                                                   
6 http://www.google.com/undang-undang-sistem-peradilan-pidana-anak- 
perundangundangan. Diakses pada tanggal 1 April 2013. Pkl: 11.45 WIT. 
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Peradilan Pidana Anak yang kemudian disingkat dengan SPPA yang 
disahkan pada tanggal 3 Juli tahun 2012. 
Petugas Kemasyarakatan dalam ketentuan Pasal 63 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
terdiri atas: 
1. Pembimbing Kemasyarakatan; 
2. Pekerja Sosial Profesional; dan 
3. Tenaga Kesejahteraan Sosial7.  
Bapas sudah dituntut perannya untuk membuat laporan penelitian 
kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan 
persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, 
termasuk di dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), namun karena di Bapas Kota 
Jayapura belum dibentuknya LPAS dan LPKA maka berdasarkan Pasal 64 
ayat 3 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak Dalam hal belum terdapat Pembimbing Kemasyarakatan yang 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan 
fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas LPKA atau 
LPAS atau belum terbentuknya LPKA atau LPAS dilaksanakan oleh 
petugas rumah tahanan dan lembaga  pemasyarakatan8.     Dari  
                                                   
7 Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan 
Pidana Anak 
8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak 
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Substantive  UU  no  11  Tahun  2012 yang mengatur tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak mengatur tentang diversi, yaitu Pasal 29 ayat (1) 
Undang-Undang No. 11 tahun 2012 menyatakan bahwa hal yang pertama 
sekali dilakukan dalam proses penyidikan terhadap Anak Nakal yang 
dilaporkan atau diadukan melakukan suatu tindak pidana yaitu Penyidik 
wajib mengupayakan diversi terlebih dahulu dengan ketentuan bahwa 
tindak pidana yang dilakukan : 
a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan 
b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana 
 
Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan 
diversi (bentuk pelaksanaan diskresi di dalam penyidikan)  berguna  untuk 
menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam 
administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah 
maupun vonis hukuman. Diversi sangat penting untuk diperhatikan dalam 
penanganan anak pelaku delinkuen, diversi dapat menghindarkan anak dari 
proses stigmatisasi. 
Berdasarkan Uraian diatas, maka penulis ingin mengkaji  lebih  
dalam terutama Peran Bapas dengan eksitensinya pada Proses Peradilan 
Anak dengan Peranan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Proses 
Peradilan Anak di Kota Jayapura Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012, Serta 
Kendala-kendala Yang Dihadapi Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam 
Menjalankan Peranannya Dalam Proses Peradilan Anak di Kota Jayapura 
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Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012. 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Definisi Anak 
Anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah 
yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap 
hidup bangsa pada masa mendatang9 . Menurut psikologi, anak adalah 
periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima 
atau enam tahun, periode  ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, 
kemudian berkembang setara dengan tahun tahun sekolah dasar. 
Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
dalam Undang-Undang No.11 tahun 2012 tercantum dalam pasal 1 ayat (3) 
yang berbunyi: “ Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya  
disebut  Anak  adalah  anak  yang  telah  berumur  12 (dua belas) tahun, 
tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan 
tindak pidana10. 
 
Hak-hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana Anak 
Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak, Hak-Hak Anak Dalam Proses 
Peradilan Pidana Anak yaitu : 
                                                   
9 Wagiati Soetodjo., Hukum Pidana Anak, Cet 3, Bandung : Refika 
Aditama, 2010, hal. 5 
10 id.wikipedia.org/wiki/Anak Diunduh tanggal 1 April 2013 jam 16.00 wit 
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a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan 
sesuai dengan umurnya; 
b. dipisahkan dari orang dewasa; 
c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; 
d. melakukan kegiatan rekreasional; 
e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, 
tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; 
f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; 
g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir 
dan dalam waktu yang paling singkat; 
h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak 
memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; 
i. tidak dipublikasikan identitasnya; 
j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya 
oleh Anak; 
k. memperoleh advokasi sosial; 
l. memperoleh kehidupan pribadi; 
m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; 
n. memperoleh pendidikan; 
o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan 
p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
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Tugas dan Fungsi Dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) 
BAPAS mempunyai tugas yang sangat penting atas keberhasilan 
integrasi Klien dengan masyarakat, Klien pemasyarakatan adalah 
seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS yang terdiri dari : 
1. Klien Anak 
2. Klien Dewasa 
Sedangkan dalam pasal 6 ayat 3 UU No.12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa pembimbingan yang dilakukan oleh 
BAPAS diberikan terhadap, yaitu: 
a. Terpidana bersyarat; 
b. Narapidana, anak pidana, dan anak negara yang mendapatkan 
pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas; 
c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya 
diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; 
d. Anak negara yang berdasarkan keputusan mentri atau pejabat 
e. Anak yang berdasarkan pengadilan, bimbingan dikembalikan kepada 
orang tua atau walinya. 
BAPAS fungsinya menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun  1995 
tentang Pemasyarakatan (UUP) yaitu melaksanakan tugas bimbingan Klien 
Pemasyarakatan dengan fungsnya sebagai berikut: 
a. Mendampingi anak pelaku tindak pidana pada tindak penyidikan, 
prapenuntutan, penuntutan hakim dalam persidangan anak nakal 
melalui Pembimbing Kemasyarakatan. 
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b. Melaksanakan dan membuat penelitian Kemasyarakatan (Litmas)  
untuk : 
1. Sidang Pengadilan 
2. Bimbingan Klien Pemasyarakatan 
3. Asimilasi, Pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas 
4. Calon anak asuh 
5. Orangtua/wali anak asuh 
6. Calon keuarga asuh 
7. Calon pengasuh oleh perkumpulan sosial dan instansi lain 
c. Melakukan registrasi Klien masyarakat, setiap klien yang dibimbing 
oleh BAPAS wajib didaftar, pendaftaran ini mencakup: 
1. Pencatatan yang terdiri dari keputusan atau penetapan pengadilan 
dan atau keputusan Mentri dan jati diri klien. 
2. Pembuatan pas foto 
3. Pengambilan sidik jari 
4. Pembuatan berita acara serah terima klien 
5. Melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap
 klien pemasyarakatan. 
Klien yang dibimbing dan diawasi oleh BAPAS terdiri dari Klien 
anak dan Klien dewasa yang asalnya dari: 
a. Klien yang berasal dari Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari: 
1. Asimilasi atau kerja pada pihak ke tiga. 
2. Cuti mengunjungi keluarga 
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3. Cuti menjelang bebas 
4. Pembebasan bersyarat 
5. Anak sipil 
6. Anak negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat 
yang ditunjuk bimbingannya diserahkan kepada orangtua atau 
badan sosial 
a. Klien yang berasal dari putusan Pengadilan Negeri yang 
langsung di eksekusi meliputi : 
1. Pidana bersyarat 
2. Pidana pengawasan 
3. Wajib latihan kerja 
4. Anak yang dikembalikan pada orang tua atau wali 
5. Anak negara berdasarka putusan pengadilan yang 
pembinaannya diserahkan kepada orangtua asuh atau 
badan sosial. 
6. Anak negara berdasarkan Putusan Pengadilan yang 
pembinaannya diserahkan kepada orangtua11 
Tujuan dari bimbingan kemasyarakatan atau pembinaan itu 
sendiri adalah mengusahakan supaya bekas narapidana mampu 
melakukan hidup bermasyarakat sebagaimana biasanya dengan 
tidak  melakukan pelanggaran terhadap hukum serta secara aktif ikut 
dalam usaha kesejahteraan masyarakat. 
                                                   
11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan 
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Dari beberapa keterangan diatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa tugas dari BAPAS adalah memberikan suatu bentuk 
pembimbingan terhadap kliennya dengan tujuan agar dapat hidup 
bermasyarakat dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap 
hukum atau mereka tidak akan melakukan lagi kejahatan yang 
pernah dilakukan. Agar ini dapat terwujud, maka BAPAS juga harus 
menjalankan fungsinya yaitu rehabilitasi. Fungsi rehabilitasi ini 
diharapkan agar para kliennya dapat kembali seperti semula 
sewaktu mereka belum melakukan kejahatan. 
 
Peranan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Proses Peradilan 
Anak di Kota Jayapura Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 
 
Penanganan tehadap pelanggaran hukum yang dapat 
merugikan masyarakat ditangani oleh kelembagaan yang 
menangani penanganan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi 
ditangani oleh lembaga   tertentu antara lain Kepolisian, Kejaksaan, 
Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Balai 
Pemasyarakatan12 
Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bodowin Rumbiak, 
SH Kasubsi Klien Anak , Bimbingan Balai Pemasyarakatan atau 
yang dikenal dengan BAPAS merupakan suatu badan atau 
organisasi yang berada langsung dibawah Kantor Hukum dan HAM. 
                                                   
12 Mulyana W Kusumah, 1986, Hukum dan hak-hak 
anak,CV.Rajawali,Jakarta,hlm.2 
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Secara lebih rinci, Peranan Balai Pemasyarakatan (Bapas) 
Dalam Proses Peradilan Anak, sebagai berikut : 
b. Proses Diversi 
Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak Pasal 5 Ayat 3 nya disebutkan bahwa 
“Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a  dan huruf b wajib diupayakan Diversi13 
Dalam proses Diversi, Bapas smempunyai peran strategis, yaitu: 
1. Petugas PK Bapas harus terlibat dalam proses diversi yang 
dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan. Keterlibatan 
petugas  PK Bapas ini adalah dengan memberikan 
pertimbangan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim 
selama proses diversi tersebut. Pertimbangan ini di muat 
dalam hasil penelititan kemasyarakatan (litmas) yang 
dilakukan oleh petugas PK Bapas. 
2. memberikan rekomendasi tentang bentuk kesepakatan 
Diversi yang dilakukan oleh Penyidik untuk menyelesaikan 
tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, 
tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak 
lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, harus 
didasarkan pada rekomendasi petugas Penelitian 
                                                   
13 Undang-Undang No   11   Tahun   2012   Tentang  Sistem Peradilan 
Pidana Anak 
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Kemasyarakatan (PK) Bapas. Bentuk kesepakatan Diversi 
dapat berupa : 
- pengembalian kerugian dalam hal ada korban; 
- rehabilitasi medis dan psikososial; 
- penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; 
- keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga 
pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan 
Kesejahteraan  Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan; 
atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan. 
3. setelah kesepakatan Diversi di setujui dan dilaksanakan, 
petugas  PK Bapas wajib melakukan pendampingan, 
pembimbingan, dan pengawasan. Dalam hal kesepakatan 
Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, 
Pembimbing  Kemasyarakatan segera melaporkannya 
kepada pejabat yang bertanggung jawab. Pejabat yang 
bertanggung jawab wajib menindak lanjuti laporan dalam 
waktu paling lama 7 ( tujuh ) hari. 
4. petugas PK Bapas juga terlibat dalam pengambilan 
keputusan dalam proses diversi dalam hal anak belum 
berumur 12  (duabelas) tahun. Keputusan yang diambil 
adalah dalam bentuk menyerahkannya kembali kepada 
orangtua / Wali; ataumengikutsertakannya dalam program 
pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi 
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pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang 
kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, 
paling lama 6 (enam) bulan. 
Terhadap keputusan tersebut di atas, Bapas wajib 
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program 
pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak. 
Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana Anak di nilai masih 
memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan 
lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan 
dapat di perpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Itulah peran 
yang di emban oleh Bapas sejak awal proses Diversi    hingga 
pelaksanaan keputusan Diversi. 
c. Tahap Penyidikan 
Dalam tahap penyidikan, peran petugas PK Bapas adalah 
memberikan pertimbangan atau saran kepada penyidik setelah 
tindak pidana di laporkan atau diadukan. Dalam hal ini, permintaan 
pertimbangan atau saran kepada petugas PK Bapas merupakan 
kewajiban bagi penyidik. Makna yang terkandung apabila penyidik 
tidak meminta pertimbangan atau saran kepada PK Bapas terkait 
penanganan anak maka dapat di katakan proses penyidikan 
tersebut batal demi hukum ( tidak sah). Selanjutnya, Bapas 
mempunyai kewajiban untuk menyerahkan penelitian 
kemasyarakatan kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 
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(tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik di 
terima. 
d. Tahap Pemeriksaan Pengadilan 
Perlakuan terhadap orang dewasa dengan anak-anak harus 
berbeda. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak 
memperoleh bantuan hukum atau lainnya secara efektif dalam 
setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, membela diri, 
memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan 
tidak memihak, serta sidang yang dilakukan dengan hakim 
tunggal, sidang tertutup untuk umumputusan diucapkan dalam 
sidang untuk umum. Hakim, penuntut umum, pensehat hukum 
bersidang tanpa toga, termasuk pembimbing kemasyarakatan 
mengikuti sidang  tanpa  menggunakan  pakaian  dinas,  dalam  
sidang  anak  juga diperiksa dengan kehadiran orang tua, atau 
wali atau orang tua asuh14 
Hal tersebut bertujuan untuk menghindari efek negatif proses 
Pengadilan Anak dan stigma akibat putusan pengadilan, sesuai 
dengan kehendak    Negara   untuk    melindungi    segenap    
Bangsa  Indonesia termasuk memajukan kesejahteraan umum 
kepada anak-anakdan demi menjaga perkembangan psikologi15. 
                                                   
14 Endang Sumiarni, 2003, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam 
Hukum Pidana,Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.193. 
15 Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan 
sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta, hlm.118. 
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Pada tahap pemeriksaan pengadilan, peran strategis Bapas 
adalah: 
1. memberikan pendampingan terhadap anak dalam sidang 
pengadilan. 
2. membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan 
setelah surat dakwaan di bacakan. 
3. hadir pada saat pemeriksaan Anak Korban dan / atau Anak 
Saksi. 
4. Dan melakukan pendampingan terhadap Anak Korban dan / 
atau Anak Saksi yang dilakukan pemeriksaan langsung jarak 
jauh dengan alat komunikasi audiovisual. 
Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang di sampaikan 
oleh Penelitian Kemasyarakatan (PK) Bapas wajib menjadi bahan  
pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara 
anak. Dan apabila laporan penelitian kemasyarakatan ini tidak di 
pertimbangkan dalam putusan Hakim, maka putusan batal demi 
hukum. Pengadilan mempunyai kewajiban memberikan petikan 
putusan pada hari putusan di ucapkan, selain kepada Anak atau 
Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Penuntut Umum, 
juga memberikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan. 
Sedangkan salinan putusan wajib diberikan paling lama 5 (lima) hari 
sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi 
bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan 
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Penuntut Umum. 
Mencermati peran Bapas yang begitu besar dalam penanganan 
dalam perkara anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 
Sistem Peradilan Pidana Anak, maka memperkuat Bapas merupakan 
satu hal yang wajib segera dilakukan. Sudah semestinya, Bapas 
dipenuhi dengan petugas Penelitian Kemasyarakatan (PK) yang 
mempunyai kompetensi yang memadai sehingga mampu menyajikan 
laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang layak bagi aparat 
hukum lain (Polisi, Jaksa, atau Hakim) dalam menentukan keputusan 
terhadap anak; mampu melakukan pendampingan, pembimbingan, 
dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan 
pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada 
pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan. Pada tataran lebih jauh, 
kebutuhan tentang petugas Penelitian Kemasyarakatan (PK) yang 
memiliki kompetensi yang memadai ini juga mempunyai peran penting 
dalam ikut menentukan program perawatan Anak di Lembaga 
Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan pembinaan Anak di 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bersama dengan petugas 
pemasyarakatan lainnya dan melakukan pendampingan, 
pembimbingan, dan   pengawasan   terhadap   Anak   yang 
memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, 
dan cuti bersyarat16. 
                                                   
16 http://afnerjuwono.blogspot.com/2013/07/bapas-dalam-perspektif-
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Setelah narapidana berada di dalam pengawasan BAPAS, 
maka namanya bukan lagi narapidana tetapi menjadi klien 
pemasyarakatan. 
1. Tugas Pokok Balai Pemasyarakatan (Bapas) Memberikan 
Bimbingan Kemasyarakatan kepada Klien  pemasyarakatan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Fungsi Balai Pemasyarakatan (Bapas) Sesuai Undang-Undang No 
12 Tahun 1995 tentang kemasyarakatan yaitu untuk melaksanakan 
tugas bimbingan klien pemasyarakatan: 
1. Mendampingi anak pelaku tindak pidana pada tingkat penyidik, 
pra penuntutan, penuntutan, dan hakim dalam persidangan anak 
melalui Penelitian Kemasyarakatan (PK), anak dalam Undang-
Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak 
pasal 1 angka  3 adalah: 
Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  yang  selanjutnya  
disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) 
tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 
diduga melakukan tindak pidana. 
2. Melaksanakan dan membuat Penelitian Kemasyarakatan (PK) 
untuk sidang pengadilan, bimbingan klien pemasyarakatan, 
asimlasi pembebasa bersyarat, Cuti Menjelang Bebas (CMB) 
3. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan 
                                                   
sistem-peradilan.html tanggal 13  april 2013 jam 15.00 wit 
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Berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 65: 
Pembimbing Kemasyarakatan bertugas: 
a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk 
kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, 
pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak 
selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, 
termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi 
tidak dilaksanakan; 
b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk 
kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam 
perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk 
di dalam LPAS dan LPKA; 
c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan 
pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas 
pemasyarakatan lainnya; 
d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan 
terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi 
pidana atau dikenai tindakan; dan melakukan pendampingan, 
pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang
 memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti 
menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Sebagaimana diketahui 
bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak 
untuk mendapatkan perlindungan baik fisik, mental, spiritual, 
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maupun sosial sesuai dengan prinsip- prinsip Konvensi Hak-
Hak Anak dan undang-Undang Perlindungan Anak yang 
meliputi : 
a. Non Diskriminasi 
b. Kepentingan yang terbaik untuk anak 
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan 
perkembangan 
d. Penghargaan terhadap anak 17 
Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melalui Pembimbing 
Kemasyarakatan (PK) melaksanakan fungsinya sejak tersangka 
anak ditangkap oleh polisi dan dibuatkan berita acara pemeriksaan 
hingga setelah terdakwa anak diputus oleh hakim, Pembimbing 
kemasyarakatan selalu dilibatkan oleh kepolisian. Pembimbing 
kemasyarakatan melakukan penelitian guna menyusun penelitian 
kemasyarakatan (litmas). Tanpa adanya hasil penelitian 
kemasyarakatan (litmas) dari pembimbing kemasyarakatan, 
berkas perkara klien anak dianggap belum lengkap dan sidang 
dapat dibatalkan demi hukum. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Bimbingan Balai Pemasyarakatan atau yang dikenal dengan BAPAS 
                                                   
17 Konvensi Hak Anak, Penerbit Harapan Prima, Jakarta, 2003, hal 3 
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merupakan suatu badan atau organisasi yang berada  langsung dibawah 
Kantor Hukum dan HAM. Peranan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam 
Proses Peradilan Anak: Proses Diversi, Tahap Penyidikan,Tahap 
Pemeriksaan Pengadilan, Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang di 
sampaikan oleh Penelitian Kemasyarakatan (PK) Bapas wajib menjadi 
bahan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara 
anak, Mencermati peran Bapas yang begitu besar dalam penanganan 
dalam perkara  anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 
Sistem Peradilan Pidana Anak, maka memperkuat Bapas merupakan satu 
hal yang wajib segera dilakukan. 
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